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RAIH OplNl 11y1P- Pemerintah Kabupaten Agam kembali meraih Opini Wajl_Talpa Pengecualian {WTP) untuk

p.r.ritrrjn Laporan Keuangan Pemdrintah Dierah (LKPD) 2023, di Kantor BPK Sumbar, Jumat (3/5).

meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi dalam
penggunaaan anggaran
serta sumber daya publik.

"Pemkab Agam telah
membuktikan bahwa Peng-
gunaan anggaran dilaku- 

|

kan secara transParan, se- I

hingga kembali meraih I
Opini WTP untuk ke 10 I

ta^tinya," kata Ketua DPRD I
Agam itu.

Selain Kabupaten
Agam, di waktu yang sama
Kota Solok juga menerima
LHP dari BPK Perwakilan
Sumbar dengan meraih
Opini WTP atas pemerik-
saan LKPD 2023. (pryl

LHP LKPD 2023

Pemkab Agam Raih
Opini WTP yang ke-1o

AGAM, METRO
Pemerintah KabuPaten

Agam kembali meraih Opi-
ni Wajar Tanpa Pengecual-
ian (WTP) untuk ke 10 kalin-
ya, atas pemeriksaan LaP-
oran Keuangan Pemerin-
tah Daerah (LKPD) 2023.

Hal ini diketahui setelah
Badan Pemeriksaan Ke-
uangan (BPK) Perwakilan
Sumatera Barat menYer-
ahkan Laporan Hasil Pe-
meriksaan (LHP) atas Pe-
meriksaan LKPD 2023, di
kantor BPK itu, Jumat (3/5).

LHP LKPD 2023 diserah-
kan Kepala BPK Pdrwakilan
Sumbai, Arif Agus kepada

Bupati Agam, Dr H Andri
Warman dan Ketua DPRD
Agam, Dr Novi Irwan.

Andri Warman men-
gaku bangga karena Kabu-
paten Agam kembali me-
iaih Opini WTP, bahkan ini
sudah yang ke 10 kali sejak
201.4.

"Kita berharap BPK ter-
us berikan arahan dan
bimbingan kepada Pemk-
ab Agam dalam mengelo-
la keuangan," ujarnYa.

Dikatakan, Opini WTP
ini pedoman bagi Pemkab
Agam dalam mengelola
keuangan daerah agar le-
bih efisieru efektif dan tran-

sParan.
Ketua DPRD Agam, Dr

Novi Irwan mengulas, ini
merupakan momen Pent-
ing baginya selaku wakil
rakyat, untuk memperoleh
informasi terkait hasil Pe-
meriksaan keuangan yang
dilakukanBPK.

"LHP jadi acuan pent-
ing dalam melaksanakan
fungsi pengawasan ter-
hadap pengelolaan keuan-
gan negara," katanya.- Dikatakan, LHP sebuah
instrumen evaluasi yang
memberikan gambaran
tentang efektivitas kinerja
pemerintah, agar daPat


